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ABSTRAK 

Nama/NIM  : Deby Santrika/ 200101055 

Fakultas/Prodi :Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsiyyah)  

Judul : Praktik Nikah Pasca Zina Ditinjau Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam (Studi 

Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe) 

Tebal Skripsi  : 54 Halaman  

Pembimbing I  : Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. 

Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh 

Kata Kunci  : Nikah, Zina, Hukum Islam, dan Fiqh Siyasah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 metetapkan batasan umur kawin 19 

Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan kemaslahatan 

perkawinan yang dilangsungkan. Namun, dilihat dari konteks lapangan, 

terdapat beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan sebab 

berzina melalui hukum adat Alas. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tergerak 

untuk mengkaji lebih mendalam dengan menganalisis Praktik nikah pasca 

zina ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Adat Alas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di 

Kecamatan Ketambe menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat Analisis deskriptif, jenis penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian yang 

didapat bahwa praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan. Ketambe, 

Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang pernikahan, bahwa seseorang hanya dibenarkan menikah 

ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki-laki dan 

perempuan. Nikah di bawah umur dapat dibenarkan ketika orang tua pihak 

laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada 

dispensasi dari pihak pengadilan. Praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan 

Ketambedisinyalir sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merujuk pada 

pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa diperbolehkan 

menikah bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan 

merekapun sah seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan 

pelaku zina. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan 

hadis. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 ’Alif ا

Tidak di 

lambang 

-kan 

tidak dilam-

bangkan 
 Ṭā’ Ṭ ط 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ẓā Ẓ ظ  Ba’ B be ب

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع Ta’ T te ت

koma 

terbalik (di 

atas) 

 Ṡa’ Ṡ ث
es (dengan titik 

di atas) 
 Gain Gh ge غ

 Fā’ F ef ف  Jim J je ج

 Hā’ Ḥ ح
ha (dengan 

titik di bawah) 
 Qāf Q ki ق 

 Kāf K ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām L el ل dāl D de د

 Żāl Ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mīm M em م

 Nūn N en ن Rā’ R er ر 

 Waw W we و Zai Z zet ز 

 Hā’ H ha ه Sīn S es س 

 Hamzah ’ apostrof ء Syīn Sy es dan ye ش 

 Ṣad Ṣ ص
es (dengan titik 

di bawah) 
 Yā’ Y ye ي

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan 

titik di bawah) 
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2. Vokal 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 

َ   ي   Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  ,kaifa =  ك يْف  

 haula =  ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ي/ا  

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

Tanda Nama Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a a 

  َ  Kasrah i i 

  َ  Dammah u u 
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Contoh: 

 qāla = ق ال  

ي  م   ramā = ر 

 qīla = ق يْل  

 yaqūlu = ي قوْل  

4. Ta Marbutah  (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah

dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة) mati

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata

itu terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh: 

وْض   ة  الْْ طْف الْر   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

يْن  د  ةاْلْم  ر  ن وَّ ة  الْم   : al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul 

Munawwarah    

ة  ط لْح    : Ṭalḥah 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn

Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Aceh Tenggara sampai saat ini masih sangat 

mempertahankan adat istiadat-nya, hal ini menunjukkan tradisi memiliki 

fungsi terhadap kehidupan manusia,sehingga manusia tetap melaksanakan 

adat istiadat dalam kehidupannya, begitu juga dengan adat yang dilakukan 

oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang bersuku Alas. Dalam kasus 

adat biasanya masyarakat Aceh Tenggara menyelesaikannya dengan hukum 

adat dengan cara musyawarah, begitu juga dengan kasus-kasus pernikahan, 

baik talak, rujuk dan menikahkan  anak-anak yang belum dibebani hukum. 

Tokoh adat Alas mempunyai wewenang untuk menikahkan anak yang 

masih dibawah umur karena berzina, pemaksaan nikah di bawah umur karena 

zina sering terjadi dikarenakan masyarakat Aceh Tenggara masih berpegang 

erat dengan adat dan hukum Islam. Masyarakat setempat lebih memilih 

menikahkan seseorang yang berbuat zina walaupun belum mencapai usia 

pernikahan yang sesuai di dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019. 

Pada umumnya masyarakat di Aceh Tenggara ini masih menyelesaikan segala 

permasalahan itu dengan cara musyawarah atau mufakat antar keluarga, dan 

dengan adanya saksi. 1Hal ini menandakan bahwa hukum adat adalah bagian 

dari sumber perilaku dan aktualitas bagi masyarakat Aceh Tenggara, segala 

perilaku dan aktivitas harus sesuai  dengan ketentuan adat yang sudah ada. 

Sesuai dengan ketentuannya, adat istiadat adalah tata cara kebiasaan yang 

 
1Desi Hasra Deva, Awaluddin Arifin, and Ibrahim Chalid, “tangis tukhun sebagai 

medium komunikasi tradisional dalam proses adat pernikahan suku Alas di Aceh 

Tenggara"Aceh Anthropological Journal 5, no. 2 (2021) 
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kekal secara turun temurun dari generasi ke generasi, karenahukum adat bisa 

mempengaruhi status sosial yang baik di dalam lingkungan bermasyarakat. 

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menemukan beberapa kasus 

terkait pernikahan pasca zina anak yang masih dibawah umur. Oleh karena 

itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif peran kekuatan adat dalam 

menikahkan anak dibawah umur yang berbuat zina. Kasus-kasus perkawinan 

anak karena perzinaan,yang ditangani langsung oleh perangkat desa dan ketua 

adat biasanya memiliki tata tahapan dalam pelaksanaannya yakni : 

Kasus yang pertama benar adanya suatu kasus yang terjadi di desa 

jongar kecamatan ketambe kabupaten Aceh Tenggara,kedua remaja 

ditemukan warga sedang berbuat zina yang laki-laki berusia 17 tahun 

sedangkan yang wanita berusia 16 tahun. Maka hal ini terlebih dahulu 

dilaporkan ke perangkat desa selanjutnya kedua belah pihak keluarga akan 

bertemu untuk membicarakan para perangkat desa dan tokoh adat setempat 

akan menikahkan secara paksa. Langkah selanjutnya maka keluarga laki-laki 

tersebut datang ke rumah perempuan itu untuk menentukan berapa maharnya 

ditemani oleh perangkat desa dan ketua adat laki-laki tersebut. Selanjutnya 

ketua adat berhak menentukan berapa maharnya. 

Selanjutnya dibuatlah perjanjian pranikah yang berisi sesuai dengan 

perjanjian yang ada di buku nikah untuk kepastian atas pernikahan anak di 

usia dini ini, dispensasi yang diberikan perangkat desa dan ketua adat tersebut 

berupa sebuah surat yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah 

pihak,kedua orang tua dan saksi. Jika perjanjian pranikah itu dilanggar akan 

mendapatkan sanksi dari perangkat desa dan ketua adat setempat, jarang sekali 

masyarakat di Aceh Tenggaramenikahkan anak dibawah umur karena zina ini, 

langsung melakukan dispensasi nikah di mahkamah syar’iyah karena 

prosesnya terbilang lambat dan menurut hukum adat setempat jika kedua 

orang tua sudah mengetahui hal ini maka secepatnya atau sebaiknya 
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dinikahkan saja karena bisa menimbulkan semakin banyak nantinya remaja 

yang melakukan hal yang tidak wajar tersebut. 

Kasus kedua benar telah terjadi kasus perzinaan Status perempuan 

tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama(SMP), 

sedangkan yang laki-laki sudah mencapai umur. ketika itu pula perangkat desa 

langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa sepasang 

remaja tersebut tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang 

melakukan zina maupun pihak keluarganya. Di dalam kasus ini seorang yang 

dinikahkan ini hanya sah dimata agama tidak dengan ketentuan hukum yang 

ada di dalam Undang- Undang no 16 tahun 2019. Kedudukan hukum adat di 

Aceh Tenggara sangatlah tinggi sesuai dengan definisinya “hukum adat” 

adalah yang memiliki nilai mengikat. Jadi hukum adat adalah adat yang 

diterima dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang 

bersangkutan. 

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, adat merupakan 

norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-

anggota masyarakat yang melanggar adatistiadat akan menderita, karena 

sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya 

pada masyarakat yang melarang terjadinya perzinahan, maka tidak hanya yang 

bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh 

keluarga besarnya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan 

sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan 

bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu 

menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam 

khazanah di tanah AlasAceh Tenggara ini adat sebagai institusi, walaupun 

wujudnya sekarang belum mengambil bentuknyaseperti lembaga-
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lembaga/institusi-institusi pemerintahan, tetap telah memainkan peran 

pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini.2 

Sedangkan dalam hukum Islam dan Al-Quran adalah secara konkrit 

menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. 

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam Islamadalah 

setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan 

memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum 

mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, 

para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan 

menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki 

makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia 

tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang 

dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan 

mana yang baik dan mana yang buruk.Periode baligh adalah masa dewasa 

hidup setiap orang, tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah 

mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah 

haid bagi perempuan, batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika 

seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi 

perempuan.  

Selain itu Yusuf Qardhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan 

minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia 

dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, 

Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah 

akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh 

 
2Wawancara awal kepada bapak kepala Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten 

Aceh Tenggara dan kepada pelaku pada tanggal 1 juni 2023. 
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berdasarkan kondisi Urf‟(kebiasaan) dan segi geografis di setiap 

negara berbeda-beda.3 

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci 

mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang 

dilangsungkan oleh anak-anak maupun remaja yang dianggap belum 

memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuanada izin dari orang tua tentu saja 

dengan melihat berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah melihat faktor 

pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar,sehingga 

inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi.Selain itu jika 

dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari ijtihadiyah parafuqaha 

tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.4 

Dalam hukum positif telah dipertegasdalam UU, No 16 2019 yakni 

dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur 

batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal 

di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) 

tahun. Hal ini yang membuat  ketidak selarasan dengan hukum adat di Aceh 

Tenggara yang menikahkan anak dibawah umur karena perzinaan, jelas sangat 

bertentangan, karena di dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdapat 

pula pencegahan perkawinan bagi anak-anak yang belum dibebani hukum 

atau  mencapai batas usia perkawinan. Upaya Pencegahanperkawinan adalah 

usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, 

pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri 

atau calon pasangan yang Dalam hukum positif telah dipertegasdalam UU, No 

 
3Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, Abidin Aminuddin Slamet,Fiqh Munakahat, 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 57. 
4Abdur Rohman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 

(Jakarta:Akademika Presindo, 1985), hlm. 117 
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16 2019 yakni dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan 

ini mengatur batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan 

menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun. Hal ini yang membuat  ketidak selarasan dengan 

hukum adat di Aceh Tenggara yang menikahkan anak dibawah umur karena 

perzinaan, jelas sangat bertentangan, karena di dalam Undang-Undang No 16 

tahun 2019 terdapat pula pencegahan perkawinan bagi anak-anak yang belum 

dibebani hukum atau  mencapai batas usia perkawinan. Upaya Pencegahan 

perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum 

perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila 

sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang dengan batas umur 

tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi 

mahligai rumah tangga.  

Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat 

perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata 

dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar 

matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat 

melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini 

diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, 

mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar 

tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang 

tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. 

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada. 
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Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga 

biasa disebut dengan perkawinan dini secara rinci.5 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu : 

1. Bagaimana praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 

2. Bagaimana praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut 

hukum Islam? 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis 

memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan 

Ketambemenurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe 

menurut hukum Islam. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dari beberapa penelitian sebelumnya,judul atau tema dari beberapa 

reset penulis ada beberapa judul terkait penelitian ini bahwa judul dari 

penelitian ini adalah  Praktik Nikah pasca Zina Dalam pelaksanaan Adat Alas 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Aceh 

Tenggara Kecamatan Ketambe). 

 
5Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin 

Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan 

Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020) 
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Riset penulis ada beberapa judul terkait penelitian ini,antara lain 

skripsi ini membahas tiga masalah metodenya atau pendekatan hasilnya ialah: 

Pertama skripsi yang ditulis oleh Barmawi yang berjudul “pernikahan 

pasangan di bawah umur karena zina (studi kasus di trumon tengah kabupaten 

Aceh Selatan)penulis di dalamskripsi inimelakukan wawancara langsung 

tempat dimana terjadinya dan langsung menemui perangkat desa tersebut. 

Penelitian menggunakan yang memfokuskan atau membahas masalah 

penyelesaian kasus Zina secara Adat. 

Kedua skripsi yang ditulis oleh Ratna Winarti yang berjudul 

“pandangan Elit masyarakat terhadap perkawinan akibat Perzinaan” Desa 

pleret, Kecamatan Dusun pandean kabupaten pasuruan. Skripsi ini diteliti 

karena banyaknya perkawinan akibat perzinaan yang dilakukan anak yang 

masih dibawah umur.6 

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “Peranan 

Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan 

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”.Fokus penulisan skripsi ini untuk 

mengetahui peranan tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di 

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan kendala yang dihadapi 

oleh tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan 

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta upaya tokoh adat mengatasi 

kendala terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren 

Kabupaten Gayo Lues.7 

Keempat skripsi yang ditulis oleh Nurmala Sari “Penyelesaian kasus 

khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)”.Fokus 

 
6Ratna Winarti “panangan Elit masyarakat terhadap perkawinan akibat Perzinaan” 

Desa pleret, Kecamatan Dusun pandean kabupaten pasuruan. 
7Mukmin, Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blang Kejeren 

Kabupaten Gayo Lues) (Banda Aceh: Fakultas Syari‟ah, IAIN Ar-raniry,2011). 
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permasalahan pada eksistensi pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian 

kasus khalwat dikota  sabang dan bagaimana pendapat para tokoh 

masyarakatnya, dan analisis hukum Islam tentang penyelesaian kasus khalwat 

dengan hukum adat.8 

Kelima skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin yang berjudul “Peran 

Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam di Kecamatan Permata 

Kabupaten Bener Meriah Tentang Pelaku Khalwat (zina) Yang Dikawinkan 

Secara Adat)”Penelitian ini membahas  tentang peran masyarakat di 

Kecamatan Permata dalam menegakkan syariat Islam tentang khalwat (zina). 

Mekanisme pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di 

Kecamatan Permata dan bagaimana peran tokoh adat dalam pelaksanaan 

nikah anak pasca melakukan zina.9 

Karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan diatas 

belum  membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini,  

Sepanjanag penulis ketahui bahwa penelitian belum ada yang meneliti Praktik 

Nikah pasca Zina Dalam pelaksanaan Adat Alas Menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe). 

Sehingga menjadi titik fokus dalam karya tulis ini ialah untuk mengetahui 

faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku 

zina yang dibawah umur, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang no 16  

tahun 2019 dan  hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh 

tokoh adat di Aceh Tenggara terhadap pelaku zina, serta bagaimana status 

pernikahan dibawah umur bagi pelaku  zina menurut hukum positif. Dengan 

 
8NurmAlasari, Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat: Studi kasus di kota 

sabang,(Banda Aceh: Fakultas Syari‟ah, IAIN Ar-raniry, 2009). 
9Rahmaddin, Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam Dikecamatan 

Permata Kabupaten bener meriah,finna lizziah (2001) 
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demikian, keaslian karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkanbaik dari 

segi akademis maupun moril. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam 

memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu 

untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya antara lain : 

1. Praktik Nikah Pasca Zina 

Praktik merupakan suatu tindakan yang diakukan atau pelaksaan 

secara nyata, sedangkan nikah pasca zina adalah seseorang yang 

dinikahkan karena melakuan zina. 

2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 

Yang menjelaskan tentang batas usia pernikahan yang diakui dan 

tercatat serta terjadinya pembatalan pernikahan bagi orang yang ingin 

menikah tetapi belum cukup umur.pada isi dari Undang-Undang no 16 

tahun 2019 ini mepertegas melarang adanya terjadi pernikahan anak di 

usia dini karena akan menimbulkan banyak permasalahan,beda sekali 

dengan peran hukum adat yang menikahan anak diusia dini karena berbuat 

zina,nah inilah yang akan menjadi kajian penulis untuk menaliti 

bagaimana ketentuan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan 

ini.10 

3. Tokoh Adat 

Menurut para ahli, tokoh adat merupakan suatu primordial-

konsannguinal(Ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural 

fungsional dalam artian kaitan dengan wilayah atau daerah hukum dalam 

 
10Jumriati and Hafiz Ahmad Rumalutur, “dispensasi perkawinan di bawah 

umur"Muadalah : Jurnal Hukum 2, no. 2 (November 8, 2022): 124–35, 

https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758. 
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menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Kedudukan tokoh 

adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku demi kepentingan 

mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai yang fokusnya adalah 

membuat suatu kampung itu aman terjauh dari perbuatan yang maksiat 

(Zina)yang dipimpin oleh seorang tokoh adat secara berkelompok yang 

bersifat berdiri sendiri dan tidak tunduk pada raja melain kansebagai 

perwakilan warga dan keluarga dalam kampug iu sendiri 

semelainkansebagai perwakilan warga dan keluarga dalam kampug itu 

sendiri.Di Aceh Tenggara seorang tokoh adat atau perangkat Desa itu 

harus merupakan orang yang  berkelakuan baik,amanah dan bijaksanaserta 

sholat dan akhlak nya terjaga kareka peran beliu untuk membuat 

masyarakat menjadi maju,di Aceh Tenggara tokoh adat sangat dihargai.11 

4. Aceh Tenggara 

Kabupten Aceh Tenggara Merupakan salah satu kabupaten yang 

berapa di provinsi aceh indonesia.pusat pemerintah kabupaten ini terdiri 

dari wilayah dataran tinggi pegunungan lauser,serta wilayah dataran 

rendah yang berada di lembah Alas.Di Aceh Tenggara yang asli bersuku 

Alas ini harus mengikuti peraturan yang sudah ada ada kata pepatah Alas 

mengatakan bahwa ngeluh ni kandung adat mate ni kandung hukum yang 

artinya bahwa kita hidup di dalam lingkungan adat dan kita mati 

dikandung oleh hukum maknanya bahwa adat kebiasaan bisa dijadian 

sebagai hukum.12 

 
11Hilman syahrial Haq., “Hukum Adat Indonesia,” Meii, 2020. 
12Saniman Andi Kafri, “mesikhat pada adat Alas di Aceh Tenggara"Jurnal Ilmu 

Budaya 14, no. 2 (2018), https://doi.org/10.31849/jib.v14i2.1138. 
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kajian penulis untuk meneliti bagaimana ketentuan Undang-

Undang untuk mengatasi permasalahan ini.13 

 

F. Metode Penelitian 

Istilah metode peneltian mengacu pada teknik yang digunakan untuk 

menemukan, mengidentifikasi, memeriksa, dan menganilisis informasi 

sebelum menyimpulkan dengan laporan untuk mencapai suatu tujuan: adapun 

system penelitian yang dipakai dalam menggunakan penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekaitain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih 

pendekaitain kuailitaitif yaing bersifait AInailisis deskriptif yaiitu suaitu metode 

yaing menggunaikain ailait pengumpul daitai berupai faiktai dairi laipaingain (field 

reseairch). Paidai haikikaitnyai, penelitiain kuailitaitif bertujuain untuk 

mengembaingkain konsep sensitivitais (kepekaiain) terhaidaip maisailaih yaing 

dihaidaipi, menjelaiskain reailitais sertai membaingun dain mengembaingkain 

pemaihaimain terhaidaip fenomenai yaing dihaidaipi.14 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitiain yaing digunaikain dailaim skripsi ini merupaikain jenis 

penelitiain gaibungain, aintairai laiin jenis penelitiain laipaingain (Field 

Reseairch) dain penelitiain kepustaikaiain (Librairy Reseairch). Penelitiain 

laipaingain (Field Reseairch) aidailaih suaitu penelitiain yaing memusaitkain 

perhaitiain paidai suaitu kaisus aitaiuperistiwai suaitu keaidaiain permaisailaihain 

yaing sedaing dipermaisailaihkain, sertai memberikain bukti-bukti sebaigaii 

 
13Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumalutur, “dispensasi perkawinan di bawah 

umur"Muadalah : Jurnal Hukum 2, no. 2 (November 8, 2022): 124–35, 

https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758. 
14Najamuddin dan Metusalach, Metode Penilitian Perikanan tangkap, (Yogyakarta: 

Nas Media Indonesia, 2022), hlm 40. 
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baihain untuk mendukung suaitu informaisi, penjelaisain aitaiu airgumen, aitaiu 

suaitu penelitiain yaing daitai informaisinnyai diperoleh dairi laipaingain.15 

Sedaingkain Penelitiain kepustaikaiain (Librairy Reseairch) yaiitu seraingkaiiain 

kegiaitain yaing berkenaiain dengain metode pengenailain daitai pustaikai.16 

3. Sumber Data 

Sumber daitai terbaigi duai jenis yaiitu sumber daitai yaing meliputi 

sumber daitai primer dain sumber daitai sekunder. 

a. Daitai Primer 

Sumber daitai primer aitaiu daitaiaisli yaiitu daitai yaing diperoleh 

laingsung dairi sumbernyai. Daitai primer dailaim penelitiain diperoleh dairi 

haisil waiwaincairai dengain Pengulu Kute Jongair, maisyairaikait, dain 

kepailai KUAI Kecaimaitain Ketaimbe dibuktikain dengain haisil 

dokumentaisi. 

b. Daitai sekunder 

Sebaigaii sumber daitai sekunder yaikni daitai yaing diperoleh dairi 

baihain-baihain kepustaikaiain aitaiu daitai yaing bersumber secairai tidaik 

laingsung dengain responden yaing diteliti dain merupaikain daitai 

pendukung baigi penelitiain. Paidai daitai ini peneliti berusaihai mencairi 

dain mengaimbil daitai dairi sumber laiin yaing aidai kaiitainnyai dengain 

maisailaih penelitiain, seperti; buku-buku, skripsi, jurnail, tesis, airtikel 

dain sumber laiinnyai yaing berkenaiain dengain maisailaih yaing aikain 

dikaiji. 

 

 

 
15Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,2018), 

hlm 58. 
16Evanirosa dkk, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jawa Barat: CV Sains 

Indeonesia, 2022),hlm 5.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulain daitaiaidailaih taihaipain penilitiain yaing dilaikukain 

setelaih peneliti membaingun pemaihaimain tentaing kontribusi penelitiain 

dain menjelaiskain tentaing dukungain literaitur paidaiaispek penelitiain 

diaimaiti. Teknik pengumpulain daitai merupaikain teknik yaing pailing 

straitegis dailaim peneltiain kairenai tujuain utaimainyaiaidailaih mendaipait daitai.  

Dailaim penelitiain ini, teknik yaing digunaikain peneliti aidailaih teknik 

observaisi,waiwaincairai dain dokumentaisi terhaidaip maisyairaikait Kute 

Jongair. Peneliti menggunaikain metode ini kairenai lebih raimaih dain efektif 

naimun tetaip mengairaih paidai pokok-pokok permaisailaihain yaing diteliti. 

a. Observaisi 

Observaisi aidailaih kegiaitain pengaimaitain untuk melihait 

baigaiimainai daimpaik dairi tindaikain terhaidaip saisairain penelitiain. 

AIdaipun proses pengaimaitain dilaikukain iailaih dengain mencaitait hail-hail 

terkaiit dengain maisailaih praiktik nikaih paiscai zinai menurut aidait ailais di 

Kecaimaitain Ketaimbe. Obsevaisi yaing dilaikukain penelitiain disini 

aidailaih non pairtisipain, yaiitu peneliti tidaik ikut terjun laingsung dailaim 

kegiaitain yaing diaimaiti tetaipi mencaitait aipai saijai yaing terkaiit dengain 

maisailaih tersebut. 

b. Waiwaincairai 

Waiwaincairai Merupaikain proses penting dailaim melaiksainaikain 

suaitu penelitiain khususnyai penelitiain kuailitaitif. Waiwaincairai yaing 

dilaikukain oleh peneliti aidailaih dengain cairai tainyai jaiwaib laingsung 

aintairai pewaiwaincairai dengain informain. Seperti Pengulu Kute, dain 

Kaintor Urusain AIgaimai (KUAI), maiupun maisyairaikait biaisai.17 

 

 
17Mita Rosaliza “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian 

Kualitatif”. Jurnal Imu Budaya, Vol.11, No.2, Februari Tahun 2015, hlm 72. 
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c. Dokumentaisi 

Dailaim penelitiain ini penulis mengumpulkain daitai-daitai besertai 

faiktai-faiktai yaing aidai dilaipaingain yaing berupai dokumentaisi. 

Dokumentaisi aidailaih suaitu cairai yaing digunaikain untuk memperoleh 

daitai dain informaisi dailaim bentuk caitaitain, buku, airsip, dokumen, foto, 

laiporain sertai keteraingain yaing daipait mendukung penelitiain.18 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik ainailisis daitaiaidailaih upaiyai mencairi dain menyusun secairai 

sistemaitis caitaitain haisil waiwaincairai, observaisi, dokumentaisi dain laiinnyai 

untuk untuk meningkaitkain pemaihaimain peneliti terhaidaip kaisus yaing 

diteliti dain menyaijikainnyai sebaigaii temuain kepaidai oraing laiin.19 Dailaim 

mengainailisis daitai, metode yaing digunaikain penulis dailaim penelitiain ini 

aidailaih deskriptif kuailitaitif aitaiu laipaingain, yaiitu menguraiikain secairai jelais, 

lengkaip dain teliti terhaidaip objek penelitiain. 

6. Pedoman Penulisan 

Berkenaiain dengain teknik penyusunain skripsi ini berpedomain 

paidai “Buku Painduain Penulisain Skripsi Faikultais Syairi’aih dain Hukum 

UIN AIr-Rainiry Dairussailaim, BaindaiAIceh Taihun 2019”. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudaih pemaihaimain pembaicai dairi setiaip uraiiain 

pembaihaisain skripsi ini. Penulis aikain membaigikain dailaim setiaip baigiain 

skripsi ini menjaidi empait baib, yaing maising-maising baib dailaim skripsi ini 

sailing berkaiitain yaiitu aintairai laiin: 

 
18Ibid. 
19Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Surabaya: Jakad Media 

Publishing,2019), hlm,43-44.  
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Baib Saitu, merupaikain pendaihuluain yaing berisikain Laitair Belaikaing 

Maisailaih, Rumusain Maisailaih, Tujuain Penelitiain, Penjelaisain Istilaih, Kaijiain 

Pustaikai, Metode Penelitiain, dain Sistemaitikai Pembaihaisain. 

Baib Duai, membaihais tentaing pengertiain dain daisair hukum 

perkaiwinain, rukun dain syairait perkaiwinain, tujuain dain hikmaih perkaiwinain, 

sertai Perkaiwinain dengain ailaisain zinai. 

Baib Tigai, membaihais haisil penelitiain meliputi gaimbairain umum aidait 

kebiaisaiain di DesaiJongair Kecaimaitain Ketaimbe Kaibupaiten AIceh Tenggairai, 

praiktik pernikaihain paiscai zinai di DesaiJongair Kecaimaitain Ketaimbe, dain 

pernikaihain paiscai zinaidi KecaimaitainKetaimbe Menurut Undaing-Undaing 

Nomor 16 Taihun 2019.  

Baib Empait, merupaikain baib penutup yaing berisikain kesimpulain dairi 

baib-baib sebelumnyai dain jugai berisikain Sairain-Sairain. 
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BAB DUA 

KONSEP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 

DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 

TAHUN 2019 
 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 

(dua) kata, yaitu nikah ( ن ك اح) dan zawaj ( ْز  و  اج) 20 Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi.21 

Nikah, secara etimologi, (al-jam’u) dan (adh-dhammu) yang artinya 

kumpul.22Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara 

majaz bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, karena 

termasuk pengikatan sebab akibat.23Pengertian nikah menurut Imam Syafi’i 

ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara 

pria dan wanita.24 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan 

masdar atau yang berasal dari kata kerja (fi’il madhi) nakaha, sinonimnya 

tazawwaja yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu 

 
20Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya 

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4 

Desember 2015. 
21Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani), Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kecana,2014), hlm. 

35. 
22Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, 

Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm 5.   
23Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 

2016), hlm 23.  
24Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, 

(Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971),hlm 65.  
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perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam 

bahasa Indonesia. 

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin 

menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga 

dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.Istilah 

kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan 

menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah 

nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 

pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) 

dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan 

pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, 

adat istiadat, dan terutama menurut agama.25 

Menurut syar’i,  nikah adalah : 

وْتَزْوِيْجِ 
َ
فْظٍ اِنْكَاحِ ا

َ
نُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِل  عَقْدٌ يَتَضَمَّ

“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan 

hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” 

(menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan)”.26 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa : 

Pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Mahaesa.”27 

Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, 

serta menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, mendefinisikan 

perkawinan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami 

 
25Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru 

Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm 131. 
26Ibid. 
27Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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dan isteri dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau yang semakna 

dengannya. 

Perkaiwinain iailaih suaitu perjainjiain yaing suci kuait dain kokoh untuk 

hidup bersaimai secairai saih aintairai seoraing laiki-laiki dengain seoraing 

perempuain membentuk keluairgai yaing kekail, saintun-menyaintuni, 

kaisihmengaisihi, tentraim dain baihaigiai.28Maikai daipait dikemukaikain baihwai 

pernikaihain aidailaih suaitu aikaid aintairai seoraing priai dengain seoraing 

wainitaiaitais daisair kesukaiain dain kerelaiain duai belaih pihaik, yaing dilaikukain 

oleh pihaik laiin (waili) menurut sifait dain syairait yaing telaih ditetaipkain 

syairai’ untuk menghailailkain pencaimpurain aintairai keduainyai. Sehinggai saitu 

saimai laiin sailing membutuhkain menjaidi saitu sebaigaii temain hidup dailaim 

rumaih tainggai.29 

2. Daisair Hukum Perkaiwinain 

Pernikaihain merupaikain sunnait Raisul yaing daisairnyai terdaipait 

dailaim kitaibAIllaih dain Haidis. AIllaih SWT., berfirmain dailaim Q.S. AIr-Rum: 

21: 

ةً وَّ  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
رَحْمَةًۗ اِنَّ  وَمِنْ ا

رُوْنَ  
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
 فِيْ ذٰلِكَ ل

Di aintairai taindai-taindai (kebesairain)-Nyai iailaih baihwai Diai 

menciptaikain paisaingain-paisaingain untukmu dairi (jenis) dirimu sendiri 

aigair kaimu meraisai tenteraim kepaidainyai. Diai menjaidikain di aintairaimu 

raisai cintai dain kaisih saiyaing. Sesungguhnyai paidai yaing demikiain itu 

benair-benair terdaipait taindai-taindai (kebesairain AIllaih) baigi kaium yaing 

berpikir.(AIr-Rum/30:21) 

 
28Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2002), hlm 2. 
29Beni Kurniawan, Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, 

Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm 

2.  
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Firmain AIllaih swt., Q.S. AIdz-Dzairiyait aiyait 49: 

قْنَا زَوْجَيْنِ 
َ
ِ شَيْءٍ خَل

 
ل
ُ
رُوْنَ وَمِنْ ك

َّ
مْ تَذَك

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ٤٩ل

Segailai sesuaitu Kaimi ciptaikain berpaisaing-paisaingain aigair kaimu 

mengingait (kebesairain AIllaih). (AIz-Zairiyait/51:49) 

Firmain AIllaih swt.. Q.S. Yaisin aiyait 36: 

مُوْنَ 
َ
ا يَعْل

َ
ا ل نْفُسِهِمْ وَمَِِّ

َ
رْضُ وَمِنْ ا

َ
ا
ْ
ْۢبِتُ ال ا تُنْ هَا مَِِّ

َّ
ل
ُ
زْوَاجَ ك

َ
ا
ْ
قَ ال

َ
ذِيْ خَل

َّ
   ٣٦سُبْحٰنَ ال

Maihai Suci (AIllaih) yaing telaih menciptaikain semuainyai berpaisaing-

paisaingain, baiik dairi aipai yaing ditumbuhkain oleh bumi dain dairi diri 

merekai sendiri maiupun dairi aipai yaing tidaik merekai ketaihui. 

(Yaisin/36:36) 

AIllaih SWT., menciptaikain maikhluk taik terkecuaili termaisuk 

mainusiaiaidailaih sailing berpaisaing-paisaingain, aigair dijaidikain renungain 

mainusiai, baihwai paidai daisairnyai keberaidaiain mainusiai yaing oleh AIllaih 

diberikain paisaingain hidup, baigi suaimi mendaipaitkain isteri sedaing baigi 

isteri mendaipaitkain suaimi. Demikiain itu bukainlaih suaitu kejaidiain 

kebetulainsaijai naimun merupaikain baihain renungain aigair mainusiai sailing 

menyaidairi baihwai pertemuain suaimi dain isteri mengaindung tuntutain aigair 

kehidupain keduainyai daipait melaingsungkain kehidupain sertai 

mengembaingkain keturunainnyai. Firmain AIllaih swt. Q.S. AIn-Nisaiai’aiyait 1: 

مِنْ  زَوْجَهَا وَبَثَّ  مِنْهَا  قَ 
َ
خَل احِدَةٍ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ م ِ مْ 

ُ
قَك

َ
ذِيْ خَل

َّ
ال مُ 

ُ
رَبَّك يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا 

َ
هُمَا يٰٓا

وْنَ بِه  
ُ
ذِيْ تَسَاۤءَل

َّ
َ ال نِسَاۤءًۚ  وَاتَّقُوا اللّٰه ثِيْرًا وَّ

َ
ا ك

ً
مْرَقِيْبًارِجَال

ُ
يْك

َ
هَكَانَعَل

ه
رْحَامَۗاِنَّالل

َ
ا
ْ
 وَال

Waihaii mainusiai, bertaikwailaih kepaidai Tuhainmu yaing telaih 

menciptaikainmu dairi diri yaing saitu (AIdaim) dain Diai menciptaikain dairinyai 

paisaingainnyai (Haiwai). Dairi keduainyaiAIllaih memperkembaingbiaikkain 

laiki-laiki dain perempuain yaing bainyaik.) Bertaikwailaih kepaidaiAIllaih yaing 

dengain naimai-Nyai kaimu sailing memintai dain (pelihairailaih) hubungain 

kekeluairgaiain. SesungguhnyaiAIllaih selailu menjaigai dain mengaiwaisimu. 

Firmain AIllaih swt. Q.S. AIr-Rai’d aiyait 38: 
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يَ  تِ
ْ
نْ يَّأ

َ
انَ لِرَسُوْلٍ ا

َ
ةًۗ وَمَا ك يَّ ِ

ذُر  زْوَاجًا وَّ
َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
نْ قَبْلِكَ وَجَعَل ا م ِ

ً
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
ا  وَل

َّ
يَةٍ اِل

ٰ
 بِا

جَلٍ كِتَابٌ 
َ
ِ ا
 
ۗ لِكُل ِ  ٣٨بِاِذْنِ اللّٰه

Sungguh Kaimi benair-benair telaih mengutus pairai raisul sebelum 

engkaiu (Naibi Muhaimmaid) dain Kaimi berikain kepaidai merekai istri-istri 

dain keturunain. Tidaik mungkin baigi seoraing raisul mendaitaingkain sesuaitu 

bukti (mukjizait) melaiinkain dengain izin AIllaih. Untuk setiaip maisaiaidai 

ketentuainnyai.) 

 

B. Rukun Dan Syarat Perkawinan 

Dailaim perkaiwinain terdaipait syairait umum dain syairait khusus, diaintairai 

syairait umumnyaiaidailaih perkaiwinain dilaikukain sesuaii dengain surait ail-

Baiqairaih aiyait 221 yaing berisi tentaing lairaingain perkaiwinain kairenai perbedaiain 

aigaimai kecuaili ditentukain laiin sebaigaiimainai dailaim surait ail-Maiidaih aiyait 5 

tentaing pengecuailiain baigi oraing laiki-laiki yaing diperbolehkain mengaiwini 

perempuain-perempuain aihli kitaib, seperti Yaihudi dain Naisraini, sertai tidaik 

bertentaingain jugai dengain surait-surait yaing laiinnyai seperti surait ain- Nisai’ aiyait 

22, 23 dain 24. 

Sedaingkain syairait khususnyai, Raimulyo menyebutkain tujuh poin, yaiitu 

sebaigaii berikut:30 

1. Keduai cailon mempelaii.  

2. AIkil bailigh dain sehait, baiik jaismaini maiupun rohaini.  

3. AIdainyai persetujuain keduai cailon mempelaii.  

4. Waili nikaih.  

5. Duai oraing saiksi.  

6. Maihair.  

7. Ijaib dain qaibul. 

 
30Mohd. Idrim Ramulyo, Hukuum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum (Jakarta: Sinar Graafika, 1995), hlm. 49. 
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Kaimail Mukhtair tidaik membaigi syairait perkaiwinain kepaidai syairait 

umum dain syairait khusus melaiinkain membedaikain aintairai syairait dain rukun 

perkaiwinain. Kaimail Mukhtair menyebutkain tigai poin yaing menjaidi syairait dairi 

aikaid31, yaiitu : 

1. Kesainggupain dairi keduai cailon mempelaii untuk melaiksainaikain aikaid 

nikaih. 

2. Cailon mempelaii bukainlaih oraing-oraing yaing terlairaing untuk 

melaiksainaikain perkaiwinain. 

3. Cailon mempelaii aidailaih oraing-oairaing yaing sejodoh, sehinggaiaidai 

kehairmonisain dain perkaiwinain daipait mencaipaii tujuainnyai. 

Sedaingkain yaing menjaidi rukun aikaid iailaih segailai hail yaing waijib aidai 

dailaim pelaiksainaiain aikaid, yaiitu shigait aikaid, maiskaiwin, duai oraing saiksi, waili 

pihaik cailon mempelaii perempuain dain perwaikilain. Rukun dairi sebuaih 

perkaiwinain menurut Sulaiimain Raisyid aidailaih :  

1. shigait yaiitu perkaitaiain dairi pihaik waili perempuain dain dijaiwaib oleh 

mempelaii laiki-laiki.  

2. AIdainyai waili mempelaii perempuain.  

3. AIdainyai duai oraing saiksi32.  

AIdaipun syairait dain rukun perkaiwinain tersebut jugai diaitur dailaim 

Kompilaisi Hukum Islaim Paisail 14 mengaitaikain baihwai Untuk melaiksainaikain 

perkaiwinain hairus aidai:  

1. Cailon Suaimi;  

2. Cailon Isteri;  

3. Waili nikaih;  

 
31Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

bintang, 1974), hlm.37. 
32Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap, cet. ke-18,(Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 1995), hlm. 382 
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4. Duai oraing saiksi dain;  

5. Ijaib dain Kaibul.  

Dailaim Paisail 15 Kompilaisi Hukum Islaim mengaitaikain baihwai : 

1. Untuk kemaislaihaitain keluairgai dain rumaih tainggai, perkaiwinain hainyai 

boleh dilaikukain cailon mempelaii yaing telaih mencaipaii umur yaing 

ditetaipkain dailaim Paisail 7 Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1974 

yaikni cailon suaimi sekuraing- kuraingnyai berumur 19 taihun dain cailon 

isteri sekuraing-kuraingnyai berumur 16 taihun.  

2. Baigi cailon mempelaii yaing bgelum mencaipaii umur 21 taihun hairus 

mendaipaiti izin sebaigaiimain yaing diaitur dailaim Paisail 6 aiyait (2),(3),(4) 

dain (5) Undaing- Undaing Nomor 1 Taihun 1974.  

AIdaipun dailaim Paisail 16 Kompilaisi Hukum Islaim mengaitaikain baihwai:  

1. Perkaiwinain didaisairkain aitais persetujuain cailon mempelaii. 

2. Bentuk persetujuain cailon mempelaii wainitai, daipait berupai pernyaitaiain 

tegais dain nyaitai dengain tulisain, lisain aitaiu isyairait taipi daipait jugai 

berupai diaim dailaim airti selaimai tidaik aidai penolaikain yaing tegais.  

Paidai Paisail 17 Kompilaisi Hukum Islaim mengaitaikain baihwai :  

1. Sebelum berlaingsungnyai perkaiwinain Pegaiwaii Pencaitait Nikaih 

menainyaikain lebih daihulu persetujuain cailon mempelaii di haidaipain duai 

saiksi nikaih.  

2. Bilai ternyaitai perkaiwinain tidaik disetujui oleh sailaih seoraing cailon 

mempelaii maikai perkaiwinain itu tidaik daipait dilaingsungkain. 

3. Baigi cailon mempelaii yaing menderitai tunai wicairaiaitaiu tunai rungu 

persetujuain daipait dinyaitaikain dengain tulisain aitaiu isyairait yaing daipait 

dimengerti.  

Dairi uraiiain di aitais, diaitur sedemikiain rinci tentaing syairait dain rukun 

tentaing perkaiwinain tersebut. Baihkain dailaim Kompilaisi Hukum Islaim ditekain 

mengenaii usiai perkaiwinain yaiitu 16 taihun baigi cailon isteri dain 19 taihun baigi 
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cailon suaimi. Demikiain jugai mengenaii persetujuain cailon iseri jugai dimintai 

persetujuain sebelum aikaid dilaingsungkain. 

 

C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan 

Paidai daisairnyai tujuain perkaiwinain dailaim Islaim, maiupaiun dailaim 

Undaing-Undaing Perkaiwinain sertai Kompilaisi Hukum Islaim tidaik jaiuh 

berbedai, diaintairainyai iailaih untuk mewujudkain kehidupain rumaih tainggai yaing 

saikinaih, maiwaiddaih dain raihmaih, sebaigaiimainai yaing tercaintum dailaim paisail 

3 Kompilaisi Hukum Islaim33. Dailaim Penjelaisain Undaing-Undaing Perkaiwinain 

jugai diuraiikain, baihwai tujuain perkaiwinainaidailaih membentuk keluairgai yaing 

baihaigiai dain kekail seperti yaing disebutkain dailaim QS. air-Ruum : 21. 

Selaiin tujuain perkaiwinain di aitais maisih terdaipait beberaipai tujuain laiin, 

yaiitu melaiksainaikain perintaih AIllaih untuk memperoleh keturunain yaing saih 

dailaim maisyairaikait, dengain mendirikain rumaih tainggai yaing daimaii dain 

teraitur.. Tujuain ini serupai dengain yaing dikemukaikain oleh Raimulyo, yaiitu 

untuk memenuhi kebutuhain biologis dain sekailigus untuk memperoleh 

keturunain yaing saih menurut hukum34.  

Secairai gairis besair tujuain perkaiwinain, menurut Zuhdi, daipait dibaigi 

menjaidi tigai maicaim, yaiitu untuk mendaipaitkain ketenaingain hidup, menjaigai 

kehormaitain diri dain paindaingain maitai, dain sebaigaiimainai pendaipait raimulyo 

yaing keduai yaiitu untuk memperoleh keturunain35.  

Sedaingkain perkaiwinain menurut Islaim jugai bertujuain untuk 

memperluais dain mempererait hubungain kekeluairgaiain, sertai membaingun 

 
33Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia Ed. Revisi, (Jakarta: Rajagrafindo, 

2003), hlm. 140. 
34Mohd. Idrim Ramulyo, Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 

1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1,(Jakarta : tnt., 1985), hlm. 26. 
35A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan 

Rujuk,cet. ke-2,(Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 15. 

https://onesearch.id/Record/IOS13438.INLIS000000000024950?widget=1
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maisai depain individu, keluairgai dain maisyairaikait yaing lebih baiik. Selaiin itu, 

maisih terdaipait tujuain laiin dairi paidai perkaiwinain yaing dikemukaikain oleh 

Raihmain, yaiitu bersaitunyai keduai belaih pihaik dain untuk memenuhi kebutuhain 

biologis dailaim raingkai untuk memperoleh keturunain. Hail senaidai jugai 

dikemukaikain oleh Kaimail Mukhtair, hainyai saijai iai membaigi tujuain 

dilaiksainaikainnyai perkaiwinain menjaidi 5 maicaim36, yaiitu : 

1. Untuk melainjutkain keturunain. 

2. Menjaigai diri dairi hail-hail yaing dilairaing mengerjaikainnyai. 

3. Menimbulkain raisai cintaiaintairai suaimi istri dain raisai kaisih saiyaing oraing 

tuai kepaidaiainaiknyai jugai keluairgainyai. 

4. Melaiksainaikain sunnaih Raisulullaih. Untuk membersihkain dain 

memperjelais keturunain. 

Oleh kairenai itu siaipai-siaipai yaing aikain melaingsungkain perkaiwinain 

maikai hendaiknyai iai memperhaitikain betul inti dain tujuain dairi perkaiwinain 

tersebut.  

 

D. Perkaiwinain Dengain AIlaisain Zinai 

1. Pengertiain Zina i 

Zinai secairai hairfiaih berairti faihisyaih, yaiitu perbuaitain keji. Zinai 

dailaim pengertiain istilaih aidailaih hubungain kelaimin aintairai seoraing laiki-

laiki dengain seoraing perempuain yaing saitu saimai laiin tidaik terikait dailaim 

hubungain perkaiwinain.37Pairaifuqaihai (aihli hukum Islaim) mengairtikain zinai 

yaiitu melaikukain hubungain seksuail dailaim airti memaisukkain 

zaikair(kelaimin priai) ke dailaim vaiginai wainitai yaing dinyaitaikain hairaim dain 

aitais daisair syaihwait. Zinai diairtikain sebaigaii hubungain kelaimin ainaitairai 

 
36Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hlm. 12. 
37Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), hlm. 31. 
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laiki-laiki dengain perempuain yaing bukain suaimi istri yaing saih (di luair 

nikaih).38 Kaitai “zinai” ini berlaiku terhaidaip seoraing aitaiu keduainyai yaing 

telaih menikaih aitaiupun belum. 

Islaim mengainggaip zinai bukain hainyai sebaigaii perbuaitain dosai 

besair melaiinkain jugai sebaigaii tindaikain yaing aikain memberi peluaing baigi 

berbaigaii perbuaitain memailukain laiinnyai yaing aikain menghaincurkain 

laindaisain keluairgai yaing saingait mendaisair yaing aikain mengaikibaitkain 

terjaidinyai bainyaik perselisihain dain pembunuhain, menghaincurkain naimai 

baiik dain hairtai bendai, sertai menyebairluaiskain berbaigaii maicaim penyaikit 

baiik jaismaini maiupun rohaini. 

Pairai ulaimai dailaim memberikain defenisi zinai ini berbedai 

redaiksinyai, naimun dailaim substainsinyai haimpir saimai. Di baiwaih ini aikain 

penyusun kemukaikain empait defenisi menurut maizhaib yaing empait. 

a. Pendaipait Mailikiyaih 

Maizhaib Mailikiyaih mendefinisikain baihwai 

zinaiaidailaihpersetubuhain yaingdilaikukain oleh oraing mukaillaif terhaidaip 

kemailuain mainusiai (wainitai) yaing bukainmiliknyai secairai disepaikaiti 

dengain kesengaijaiain. Oleh kairenai itu, jikai tidaik terjaidihubungain 

seksuail seperti percumbuhain, bukain termaisuk zinai, meski 

tetaipdihairaimkain kemudiain yaing dilaikukain oleh seoraing mukaillaif 

maiksudnyaiaidailaihoraing yaing aikil bailigh.39 

b. Pendaipait Hainaifiaih 

Zinaiaidailaih naimai baigi persetubuhain yaing hairaim dailaim 

kemailuain seoraingperempuain yaing maisih hidup dain bukain dailaim 

terpaiksai di dailaim negeri yaing aidilyaing dilaikukain oleh oraing-oraing 

 
38Zainal Abidin, Hukum Pidana (Jakarta: Prapanca, 1962), hlm 117.  
39Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 6.   
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kepaidainyai berlaiku hukum Islaim, dain wainitaitersebut bukain miliknyai 

dain tidaik aidai syubhait dailaim miliknyai. Oleh kairenai itu,aipaibilai laiki-

laiki melaikukainnyai sesaimai jenis aitaiu perempuain dengain sesaimaijenis, 

tidaik termaisuk kriteriai zinai wailupun tetaip berdosai.40 

c. Pendaipait Syaifi’iyaih 

Syaifi’iyaih sebaigaiimainai yaing dikutip oleh AIbdul Qaidir 

AIudaih, memberikaindefenisi zinaiaidailaih memaisukkain zaikair ke dailaim 

kemailuain yaing dihairaimkainkairenai zaitnyai tainpaiaidai syubhait dain 

menurut taibiaitnyai menimbulkain syaihwait. Oleh kairenai itu, maisuknyai 

ujung kemailuain laiki-laiki meskipun sebaigiainnyai ke dailaim kemailuain 

wainitai yaing hairaim dailaim keaidaiain syaihwait yaing ailaimi tainpai 

syubhait.41 

d. Pendaipait Haimbailiyaih  

Zinaiaidailaih melaikukain perbuaitain keji (persetubuhain), baiik 

terhaidaip kemailuain maiupun dubur (bukain kemailuain). Jikai kitai 

mengainailisai dairi beberaipai defenisi tersebut maikai paidai 

substainsinyaiaidailaih saimai, yaiitu baihwai zinaiaidailaih hubungain kelaimin 

aintairai seoraing wainitai dain seoraing laiki-laiki yaing tidaik melailui sebuaih 

pernikaihain, aikain tetaipi aidai sedikit perbedaiain yaing dikemukaikain oleh 

maizhaib haimbailiyaih yaing menegaiskain baihwai zinaiaidailaih perbuaitain 

keji yaing dilaikukain terhaidaip kemailuain aitaiu bukain kemailuain 

(paintait).42 

Dairi berbaigaii maicaim definisi tentaing zinai diaitais maikai daipait 

penyusun simpulkain baihwai zinaiaidailaih perbuaitain bersetubuh 

(memaisukkain penis kedailaim vaiginai) diluair ikaitain pernikaihain yaing saih 

 
40Ibid.  
41Ibid, hlm.7. 
42Ibid, hlm.7. 
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dain berbedai jenis kelaiminnyai, yaing daipait merusaik kehormaitain/perhiaisain 

perempuain (pecaihnyai selaiput dairaih dailaim vaiginai). 

2. Maicaim-Maicaim Zinai 
Perilaiku zinaiaidai 2 jenis, yaikni : 

a. ZinaiMuhsain 

ZinaiMuhsainiailaih zinai seoraing priaiaitaiu wainitai yaing waijib 

menjaigai kehormaitainyai. AIrtinyai, oraing yaing melaikukain 

perbuaitain zinai sudaih bailig, beraikail, merdekai dain berkeluairgaiaitaiu 

sudaih menikaih. ZinaiMuhsain yaing dilaikukain baiik suaimi, istri, 

dudaiaitaiu jaindai hukumainyai yaikni di raijaim. Hukum raijaim aidailaih 

hukumain baigi oraing yaing berzinai, dimainai iai di benaimkain 

kedailaim tainaih saimpaii kedaidainyai dain yaing naimpaik hainyai 

kepailainyai, lailu di lontairi aitaiu dilempairi baitu ukurain sedaing 

secairai berraimaii-raimaii saimpaii iai maiti43. 

b. ZinaiGhaiiruMuhsain 

ZinaiGhaiiruMuhsain iailaih perbuaitain zinai yaing dilaikukain 

oleh laiki-laiki dain wainitai yaing belum pernaih menikaih (perjaikai 

dain gaidis). Hukumain merekaiaidailaih diderai 100 kaili dain di 

aisingkain keluair selaimai 1 taihun. Syairi’ait islaim menjaituhkain 

hukumain berupai caimbukain sebainyaik seraitus kaili tainpai memberi 

belais kaisihain sedikitpun, melairaing pairai kaium muslimin untuk 

berbelais kaisihain kepaidai pairai penzinai, meskipun penzinai itu 

melaikukain aitais daisair cintai, sukai saimai sukaiaitaiupun oraing-oraing 

terpaindaing, aigair menjaidi pelaijairain baigi yaing melihait dain 

memberikain efek jerai kepaidai pelaikunyai. Hairus diaisingkain 

selaimai setaihun, pengaisingain ini bertujuain aigair pelaiku zinai daipait 

 
43Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Jangan Dekati Zina …., hlm. 58. 
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melupaikain dain bertaiubait dengain bersungguh-sungguh 

memintaiaimpun hainyai kepaidaiAIllaih SWT44. 

3. Sebaib dain AIkibait Zinai 

Hubungain seksuail merupaikain fitraih ailaimiyaih baigi setiaip 

mainusiai. Dorongain seksuailitais paidai usiai remaijai mulaii maintaing dain raisai 

ingin taihu(penaisairain) pairai remaijai saingait tinggi sehinggai memerlukain 

saimbutain dairi luair. Hail ini telaih diaitur dailaim kehidupain maisyairaikait, 

bilaiaidai perbuaitain seks yaing dilaikukain diluair normai-normaiaitaiu 

ketentuain-ketentuain yaing telaih di aitur hail inilaih yaing dinaimaikain zinai. 

Persetubuhain diluair nikaih dailaim aigaimai Islaim merupaikain 

perbuaitain zinai. Dain perilaiku ini melainggair hukum sehinggai semuai 

mengaincaim, membaihaiyaikain seperti ponograifi dain laiin-laiin telaih 

dijelaiskain diaitais, aidai faiktor yaing bersumber dairi dailaim diri pelaiku. 

Yaikni: 

a. Kepribaidiain, merupaikain faiktor seseoraing aikain mempengairuhi 

prilaiku aitaiu tindaikain-tindaikain yaing berhubungain kejiwaiain 

seseoraing, kekaicaiwaiain yaing timbul didailaim jiwainyaiaikain 

menimbulkain seseoraing melaikukain perbuaitain diluair 

baitais(kejaihaitain) yaing aikibaitnyai bukain hainyai menimpai dirinyai 

taipi jugai merugikain oraing laiin.  

b. Keimainain, keimainain seseoraing aidailaih sailaih saitu faiktor yaing 

mempengairuhi seseoraing melaikukain perbuaitain kejaihaitain, 

biaisainyai seseoraing yaing imaimnyai lemaih baihkain tidaik 

mempunyaii aigaimai, aikain lebih mudaih dailaim melaikukain 

perbuaitain kejaihaitain kairenai tidaik aidai yaing menghailaingi aitaiu 

membaitaisinyai untuk berbuait kejaihaitain45. AIdaipun seoraing 

 
44Ibid 
45Ibid 
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muslim yaing berzinai, aidailaih seoraing muslim yaing kuraing kaidair 

keimainainnyai. Kairenai Imain daipait berkuraing disebaibkain 

perbuaitain dosai dain maiksiait. 

Menurut Zaikiaih Deraidjait dailaim bukunyai yaing berjudul 

“Perainain AIgaimai Dailaim Kesehaitain Mentail” menjelaiskain aipaibilai 

imainnyai telaih menguaisaii dirinyai, maikai tidaik aikain aidai sesuaitu 

yaing daipait mempengairuhi aitaiu menggainggunyai. Kairenai iai yaikin 

keimainain aikain membaiwai kedaimaiiain, ketentraimain dain 

ketenaingain baitin. 

c. Perembaingain teknologi dain informaisi yaing saingait cepait 

memberikain daimpaik negaitif ditengaih-tengaih kehidupain 

maisyairaikait, ditaimbaih mediai elektronik yaing menaiyaingkain flim-

flim berbaiu porno. Iklain yaing menaimpilkain aidegain dain diailog 

yaing memaincing saihwait. Internet yaing menaimpilkain seseoraing 

dailaim keaidaiain tidaik berbusainai, musik-musik yaing membaiwai 

paidai khaiyailain. Hail ini ditaindaii dengain hilaingnyai morail remaijai 

dain semaikin jaiuh dairi aijairain aigaimai, sehinggai bainyaik yaing 

terjerumus kepaidai tindaikain aimorail sailaih saitunyai perbuaitain 

perzinaiain46. 

d. Pergaiulain bebais remaijai paidai maisai dewaisai ini saingait 

memprihaitinkain, kairenai sudaih sulit dihindairi dain dicegaih. 

Sehinggai, maisyairaikait berainggaipain pergaiulain bebais merupaikain 

cairai hidup modern. Buktinyai, paidai saiait ini pairai pemudai 

melaikukain perilaiku yaing menyimpaing dain yaing dilairaing dailaim 

aigaimai Islaim, seperti bergaindengain taingain, berpelukain, baihkain 

 
46Elon Suparlan, “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma 

Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Qiyas, Vol 3, No 2 (2018), hlm. 

167 
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melaikukain aiksi bercumbuain di khailaiyaik raimaii, tainpaiaidai raisai 

peraisaiain mailu. Perbuaitain ini yaing aikain menjurus kepaidai 

perzinaiain. 

e. Gejailai sosiail, dailaim maisyairaikait mengenaii aimailain dain kesopainain 

yaing melibaitkain kailaingain remaijai sekolaih yaing semaikin goyaih 

baihkain kini beraidai di taihaip kritikail. Hail ini seolaih-olaih 

menggaimbairkain baihwai Indonesiai tidaik mempunyaii sistem 

pendidikain morail yaing menekainkain kepaidaiaikhlaik yaing muliai.  

f. Dorongain seksuail remaijai saingait tinggi kairenai faiktor dairi 

lingkungain dain berbaigaii kebudaiyaiain yaing berbaiu kebairait-

bairaitain seperti baicaiainbaicaiain yaing berbaiu seks, gaimbair-gaimbair 

setengaih telainjaing dain laiin-laiin yaing daipair meraingsaing seksuail 

remaijai

47, pergaiulain remaijai yaing mulaii sukai 

memperbolehkain/mengizinkain memaincing haiwai naifsu, 

Sehinggai, menyebaibkain ainaik di lihait dairi fisik cepait dewaisai, 

untuk menghindairi hail-hail yaing aikain terjaidi maikaimembaigun 

komunitais bairu (keluairgai) merupaikain jailain keluairnyai. 

Maiksiait menyebaibkain melemaihnyai pengaigungain terhaidaip AIllaih 

swt. Menghilaingkain kebaiikain dain aimail saileh48. Mendaitaingkain 

kegelisaihain, kesedihain, dain ketaikutain haiti. Menglemaihnyai fungsi aikail. 

Maiksiait mendekaitkain kepaidai setain-setain yaing terlaiknait. Menghilaingkain 

nikmait dain mendaitaingkain aidzaib. Maiksiait membaiwai kerusaikain paidai 

duniai daim aigaimnyai. Maiksiait menghaipuskain keberkaihain aigaimai dain 

duniai, menjerumuskain kepaidai seburuk-buruknyai maiksiait, maiksiait 

 
47Rahmahtiah, “Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur”. Jurnal Al-daulah, UIN 

Alaludin Makasar, Vol 5, No 1 (2016), hlm. 152 
48Umi Nurhasanah, Susetyo, “Perkawinan Usia Muda di Kampung Kotabaru 

Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”. Jurnal Sosiologi, Vol. 15. No. 1, hlm. 

35. 
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menyebaibkain kebinaisaiain di duniai dain diaikhirait, menghilaingkain raisai 

mailu, memendekkain umur, menggiring wainitai yaing terjaigai 

kehormaitainnyai kepaidai kehaincurain49. 

Membaiwai siksai kubur dain aincaimain maisuk neraikai, Perilaiku 

zinaiaitaiu hubungain seks diluair nikaih merupaikain sebaib dominain yaing 

berdaimpaik paidai kerusaikain, kehaincurain peraidaibain, mendorong praiktik 

hidup membujaing, dengain demikiain zinaiaidailaih penyebaib utaimai dairi 

kecaibulain, pemelairaitain dain pemborosain, pelaicurain50. 

Melihait sebaib-sebaib perilaiku zinai yaing telaih dijelaiskain diaitais,, 

maikai peneliti daipait menyebutkain daimpaik-daimpaik aitaiu aikibait zinai yaing 

berkaiitain dengain kerusaikain, kehinaiain di duniai maiupun di aikhiait. 

Daimpaik yaing ditimbulkain perilaiku zinai lebih besair mudhairaitnyai yaing 

telaih dijelaiskain diaitais, berdaisairkain dailil saidduz jairi’aih.  

Menurut Saiyyid Saibiq di bukunyai “Fiqih Sunnaih” berpendaipait 

baihwai perilaiku zinai bukain hainyai sifaitnyai sementairai, tetaipi bekelainjutain 

dain merupaikain perbuaitain keji. Sebaib itu aigaimai memerintaihkain menikaih 

aigair umait muslim, tidaik di aibaing kehaincurain51. 

4. Sainksi Hukum Baigi Pelaiku Zinai 

Di jelaiskain dailaim kitaib suci Q.S Nur : 2 berbunyi : 

فَةٌ فِيْ 
ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
خُذْك

ْ
ا تَأ

َ
ل دَةٍۖ وَّ

ْ
نْهُمَا مِائَةَ جَل  وَاحِدٍ م ِ

َّ
ل
ُ
يْ فَاجْلِدُوْا ك انِ انِيَةُ وَالزَّ لزَّ

َ
ِ اِنْ  ا دِيْنِ اللّٰه

مُؤْمِنِيْ 
ْ
نَ ال يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ م ِ

ْ
خِرِۚ وَل

ٰ
ا
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال نْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه

ُ
 نَ  ك

 “Pezinai perempuain dain pezinai laiki-laiki, derailaih maising-maising 

dairi keduainyai seraitus kaili dain jaingainlaih raisai belais kaisihain kepaidai 

keduainyai mencegaih kaimu untuk (melaiksainaikain) aigaimai (hukum) AIllaih 

jikai kaimu berimain kepaidaiAIllaih dain hairi AIkhir. Hendaiklaih 

 
49Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Jangan Dekati Zina …., hlm. 34-35. 
50Ibid 
51Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 103-104. 
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(pelaiksainaiain) hukumain aitais merekai disaiksikain oleh sebaigiain oraing-

oraing mukmin.” 

AIyait di aitais meneraingkain hukum baigi pelaiku zinai bujaing aitaiupun 

gaidis di caimbuk 100 kaili, tidaik boleh mendaipait belais kaisihain dain 

diaisingkain selaimai saitu taihun, sementairai baigi pelaiku zinaiMuhsainaikain 

diberi hukumain raijaim (dilempairi baitu saimmpaii meninggail dain 

disaiksikain oraing bainyaik). Penggunaiain baitu kecil (kerikil) aigair pelaiku 

zinai daipait meraisaikain saikitnyai sedikit demi sedikit yaing timbul dairi 

penyiksaiain tersebut. Hukum raijaim hainyai untuk pelaiku zinai yaing 

mencukupi syairait-syairait Muhsain, raijaim bertujuain untuk membunuh 

pelaiku zinai

52. 

AIdainyai perbedaiain aintairai hukumain ghaiiru Muhsain dain Muhsain 

ini kairenai dihairaipkain pelaiku zinai Muhsain daipait menjaigai diri untuk tidaik 

melaikukain perbuaitain tercelai, aipaibilai pelaiku zinai (Muhsain) maisih aidai 

ikaitain perkaiwinain maikaiaikain menyaikiti paisaingain saihnyai dain 

mencemairkain naimai baiik keluairgai. 

Tidaik menutup kemungkinain hukumain derai dailaim 

pelaiksainaiainnyai, dailaim beberaipai kaisus aidai yaing maiti sebelum tairget 100 

kaili dilaiksainaikainnyai. Penzinai ghaiiru Muhsain mendaipait hukumain caibuk 

dain diberi kemudaihain hukumain 1 taihun diaisingkain. Pairai fuqaihai dailaim 

menainggaipi hukumain diaisingkain selaimai saitu taihun berbedai pendaipait53: 

Peraisingain setaihun merupaikain taimbaihain hukumain 

caimbuk. Dain bainyaik pairai ulaimai yaing sependaipait dengain Imaim 

AIhmaid. Khulaifaih Raissydin mengaikaitain baihwai perlu 

pengaisingain untuk pelaiku zinai ghaiiru muhson. Dain menurut Imaim 

 
52Ibid 
53 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah …., hlm. 103. 
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Mailik, beliaiu berpendaipait baihwai hukumain pengaisingain berlaiku 

untuk laiki-laiki saijai dain perempuain tidaik. 

Dairi penjelaisain pendaipait-pendaipait pairai ulaimai diaitais hukumain 

daipait diteraipkain aipaibilai memperhaitikain beberaipai bukti. Yaikni, Iqrair 

aitaiu pengaikuain oraing dairi pelaiku aitaiu dijelaiskain, dain pengaikuain daipait 

menjaidi bukti hendaiknyai memenuhi tigai syairait, yaiitu54: 

a. Menyaitaikain dengain kesaidairain sendiri aitaiupun tidaik di paiksai. 

b. Pengaikuain yaing dibuait bisai lisain aitaiupun tulisain dain hairus lugais. 

Terdaipait empait oraing saiksi yaing aidil, sebaigaiimainai yaing telaih 

disepaikaiti dain dilaikukain pairai saihaibait terdaihulu. 

 
54Fatur Rahman, Hadis Tentang Peradilan Agama (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 

hlm. 20 
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BAB TIGA  

PERNIKAHAN PASCA ZINA DI DESA JONGAR 

KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH 

TENGGARA 
 

A. Gambaran Umum Adat Kebiasaan di Desa Jongar Kecamatan 

Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara 

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ketambe Kutacane, Aceh 

Tenggara Provinsi Aceh. Secara Astronomis Kabupaten Aceh Tenggara 

terletak pada 3055’23”-4016’37” Lintang Utara dan 96043’23”-98010’32” 

Bujur Timur. 

Secara administratif Kecamatan Ketambe salah satu Kecamatan 

yangterdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, nama dan luas Kecamatan secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah. 

 

Tabel 1. Luas Kecamatan Ketambe 

No Nama Kecamatan Luas/Area (Km2) Persentase 

1 Ketambe 1.027,10 31,75 

Sumber: BPSAcehTenggaraDalamAngka2021 

 

Kecamatan Ketambe merupakan wilayah yang luas di Kabupaten 

AcehTenggara dengan jumlah penduduk terbanyak sebagaiamana terlihat 

pada Tabel dibawah ini. 

Tabel2. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan 

Ketambe, 2021 

No Nama Desa 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Rasio Jenis 

Kelamin 
Laki-

laki 

Perempu

an 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Deleng Damar 175 131 306 133.59 

2 Simpang III Jongar 

Penyebrangan 

156 150 306 104.00 
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3 Cingkam 238 202 440 117.82 

4 Jongar 261 212 473 123.11 

5 Lawe penanggalan 388 252 740 110.23 

6 Jambur Lak-lak 271 201 472 134. 83 

7 Lawe Mengkudu 157 130 287 120.77 

8 Aunan Sepakat 153 134 287 114.18 

9 Ketambe 299 212 511 141.04 

10 Rumah Bundar 130 114 244 114.04 

11 Kayu Mentangur 216 208 424 103.85 

12 Lawe Sembekan 277 239 516 115.90 

13 Lawe GekhGekh 283 244 527 115.98 

14 Lawe Beringin 149 124 273 120.16 

15 Bener Berpapah 165 141 306 117.02 

16 Datuk Pinding 176 131 307 134.35 

17 Penungkunen 233 175 408 133.14 

18 Jati Sara 156 117 273 133.33 

19 Leuser 371 290 661 127.93 

20 Bukit Baru 163 133 296 122.56 
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe Dalam Angka 2021 

 

B. Praktik Pernikahan Pasca Zina Di Desa Jongar Kecamatan Ketambe, 

Kabupaten Aceh Tenggara 

Praktik pernikahan pasca zina didesa Jongar disebabkan karena 

tertangkap sedang berbuat zina, laki-laki dan perempuan yang sedang 

melakukan perbuatan tercela dan kemudian dinikahkan oleh aparatur desa 

sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka atas perbuatan zina yang telah 

mereka lakukan. 

berdasarkan hasil wawancara bersama ketua adat alas ketambe bapak 

Jalaludin beliau menjelaskan bahwa : 

“sebenarnya kalau kawin karena zina siapapun tidak ada yang mau hal ini 

terjadi, sebab itu kan aib, bagi pelaku, keluarga, kita pun sebagai 

masyarakat kampung malu juga. Tapi kalau sudah terjadi,apa boleh buat, 

jadi, biasanya kalau terjadi hal seperti ini,pihak warga langsung melapor 

ke penguluuntuk datang supaya pelaku zinadinikahkan walaupun umurnya 

belum cukup.kemudian kita hubungi kedua orangtuanya, untuk kita 

dudukkan dan kita bahas titik permasalahannya. Biasanya pembahasannya 
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itu kita tentukan kapan dilangsungkan pernikahannya, dan berapa 

maharnya, untuk mahar pihak perempuan tidak dapat lagi nentukan berapa 

maharnya, tapi seberapa kesanggupan dari pihak keluarga laki-laki saja, 

dan untuk waktunya juga tidak boleh lama-lama, biasanya 3 sampai satu 

minggu sudah harus dikawinkan. Jika sudah sama-sama sepakat kapan di 

kawinkan, nanti di hari acara akad kita langsungkan kegiatan pernikahan 

seperti biasa, layaknya orang menikah.”55 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bila praktik nikah pasca 

zina di desa Jongar terjadi bila pasangan kedapatan melakukan perbuatan 

asusila sehingga warga yang melaporkan ke pihak pengulu (Kepala desa) 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Setelah di 

pertemukannya keluarga kedua pasangan untuk membahas waktu pernikahan, 

dan maharnya, sedangkan pihak keluarga wanita tidak mendapatkan hak untuk 

menentukan mahar bagi anak perempuannya.  

bapak Jalaludin juga menambahkan bahwa: 

“kita buat perjanjian pranikah isinya hampir sama dengan perjanjian yang 

ada di buku nikah untuk kepastian atas pernikahan anak di usia dini ini, 

dan ditandatangani kedua belah pihak, orang tua dan saksi. Jika perjanjian 

pranikah itu dilanggar makan akan  kena sanksi oleh perangkat desa dan 

ketua adat dikampung ini, untuk pembuatan buku nikahnya nanti kita 

buatkan kalau umurnya udah sampai 19 Tahun, kita urus dari kantor 

pengulu sampe ke KUA. Untuk proses pencatatan selanjutnya maka 

seseorang yang dinikahkan karena zina ini harus mengikuti prosedur isbat 

nikah agar keberlangsungan pernikahan itu tercatat ”. 

bapak Jalaludin juga menambahkan bahwa: 

“Bahwa seseorang yang terdapat melakukan perbuatan zina yang harus langsung 

dinikahkan tidak harus dengan pencatatan di KUA atau dispensasi dari 

mahkamah,pendapat bapak jalalludin sebagai ketua adat di desa ini ialah hal ini 

dilakukan karena di alam hukum islam melarang adanya perzinaan dan agar 

menumbuhkan efek jera sehingga tidak ada lagi kasus seperti ini.   

 

 
55Wawancara dengan Jalaludin, Kepala Adat Alas Kec. Ketambe, Jum’at, 14 Mei 

2024, di Desa Jongar. 
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Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh diatas, dapat dipahami 

bahawa praktek nikah pasca zina yang terjadi di Kecamatan Ketambe tetap 

mengukuti aturan sebagaimana yang berlaku pada pernikahansecara umum. 

Namun, yang menjadi perbedaaan dari pernikhanan ini adalah tidak dilakukan 

di KUA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini disebabkan 

karena usia anak yang belum memasuki 19 tahun dan jika mengajukan ke 

mahkamah syariah prosesnya juga lama dan rumit, sehingga masyarakat lebih 

memilih untuk melakukan pernikahan biasa tanpa adanya pencatatan 

pernikahan di Kantor Urusan Agama. 

 

C. Pernikahan Pasca Zina di Kecamatan Ketambe Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. 

1. Pernikahan Pasca Zina Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang 

berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun, dan perempuan 19 tahun.Jadi apabila melanggar ketentuan 

tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, 

karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 

perundangundangan yang berlaku. 

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal 

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 

atau pihak wanita”. Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana 

dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah 

menurut agama dan negara. 

Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan kondisi psikis perempuan 

dan laki-laki di usia yang sama. Tujuannya agar terciptanya keluarga yang 

sehat, tidak emosional, bijak dalam mengambil keputusan karena semakin 
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tinggi usia seseorang semakin matang fisik dan psikisnya yang sudah siap 

mental baik dari segi biologisnya maupun dalam bertanggung jawab untuk 

keluarga. Karena menikah bukan hanya untuk diri sendiri saja tapi juga 

untuk orang lain yang disebut keluarga. 

Tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang status 

perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaku zina. Hal ini berarti Undang-

Undang Nomor l6Tahun 2019 tentang perkawinan menganggap sah 

perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina, karena dalam pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16Tahun 2019 tentang perkawinan 

yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalahapabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu.Kedua 

pelaku (laki-laki dan perempuan) zina tidak termasuk dalam dua orang 

yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. 

Namun yang menjadi permasalahan adalah perzinaan merupakan 

permasalahan yang sensitif, karena terkait dengan persoalan perempuan 

sebagai korban utama dan persoalan hubungan negara dan agama, 

perzinaan sejauh ini hanya diselesaikan dengan penetapan pernikahan 

(itsbat nikah), di mana penetapan tersebut harus bersamaan dengan sanksi 

hukum. Sedangkan ketentuan dasar tetang pencatatan dalam khazanah 

fiqhiyah Indonesia adalah hal yang baru. Model pernikahan seperti ini 

sebelumnya tidak ada. Mereka yang beragama Islam yang hendak 

kawinsebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan, 

cukup dengan melangsungkan ijab kabul dihadapan penghulu. Pencatatan 

ini bersumber dari pandangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan 

kebijakan publik, yang erat kaitannya dengan kepentingan umum (dalam 

hal ini kepentingan negara untuk mengaturnya). Konsep yang digunakan 

adalah maslahah mursalah, yakni suatu cara pengambilan keputusan 
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hukum (ijtihad) yang didasarkan pada kepentingan umum, dimana 

dikembangkan pertama kali oleh mahzab Maliki dan Syafi'i. 

Hal ini kembali ditegaskan oleh ketua MUI, K.H.Ali Yafie yang 

mengatakan bahwa masalah pencatatan dalam perkawinan merupakan 

masalah yang penting dalam undang-undang. Meski hal itu tidak 

bersumber langsung pada agama, namun karena memiliki unsur 

kesejahteraan (kemashlahatan) umat atau masyarakat ulama 

memasukkannya kedalam salah satu unsur ketentuan dalam perkawinan.56 

Unsur pencatatan ini juga diberlakukan di negara-negara Islam. 

Para ulama tersebut, menurut K.H.Ali Yafie bersepakat bahwa unsur 

pencatatan dalam perkawinan adalah bermanfaat bagi manusia. Hal ini 

kembali diperkuat dengan fatwa resmi MUI yang yang termaktub dalam 

himpunan fatwa desember 1977, bahwa prosedur pernikahan bagi umat 

Islam di Indonesia. 

2. Pernikahan Pasca Zina Dalam Hukum Islam 

Perkawinan merupakan tempat memadu kasih dan cinta yang 

benar, dan wadah tolong menolong dalam hidup dan tempat kerja sama 

membina keluarga satu membangun dunia. Jika laki-laki dan perempuan 

zina telah berbuat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, 

menyesal, membersihkan diri dari dosa dan mulai dengan hidup yang 

bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka allah akan menerima 

taubatnya, dan memasukan mereka dengan rahmat-nya kedalam hamba-

hambanya yang baik, kedua pelaku zina yang melakukan perbuatan zina 

atas dasar suka sama suka seharusnya dinikahkan.57 

 
56Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam 

Indonesia, (Jakarta: LBH APIK, 2005), hlm. 38. 
57Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,cet, 3, (jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2008), hlm. 125. 
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Sebagaimana dalam Al-Qu’an surat An-Nur ayat 3 disebutkan: 

وْ مُشْرِكٌۚ وَحُر ِ 
َ
ا زَانٍ ا

َّ
ا يَنْكِحُهَآٖ اِل

َ
انِيَةُ ل الزَّ ةًۖ وَّ

َ
وْ مُشْركِ

َ
ا زَانِيَةً ا

َّ
ا يَنْكِحُ اِل

َ
يْ ل انِ لزَّ

َ
ى ا

َ
مَ ذٰلِكَ عَل

مُؤْمِنِيْنَ 
ْ
   ٣ال

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 

perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak 

pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 

musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

Berdasarkan isi dari surat An-Nur diatas, orang yang berzina bisa 

menikah dengan orang yang berzina juga atau dengan orang musyrik. Jika 

orang yang berzina tidak dinikahkan tentu semakin terbuka kesempatan 

bagi mereka untuk mengulangi perbuatan zinanya apakah dengan pelaku 

yang sama atau dengan orang lain lagi.58 Dalam hadis yang artinya: 

"Dari Abu Hurairah ra dia berkata, rasulullah SAW telah 

bersabda: laki- laki yang berzina yang dijatuhi hukuman cambuk tidak 

boleh menikah kecuali dengan pelaku zina juga."59 

Golongan Hanafi, Syafi'i dan Maliki mengatakan: boleh laki-laki 

zina kawin dengan perempuan zina dan sebaliknya perempuan zina boleh 

kawin dengan laki-laki zina. Zina tidak menghalangi sahnya akad nikah 

(perkawinan).60 

Dari pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, dapat 

dijelaskan bahwa dengan diperbolehkannya menikah bagi laki-laki zina 

dengan perempuan zina, maka perkawinan merekapun sah seperti 

perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaku zina. Karena 

tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan hadis mengenai hal 

 
58M. Abduh Malik, Perilaku Zina; Pandangan Hokum Islam Dan Kuhp, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 2003), hlm. 164. 
59Muhammad bin Ismail Al- Amir, Subulussalam jilid III, (Bandung:  Dahlan, 1998), 

hlm. 127-128 
60M. Bukhari, Hubungan Seks Menurut Islam, (Jakarta: Bumi Aksara: 1994), hlm. 

67. 
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itu. Dari sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak 

wanita karena dapat menutup aibnya.61 

Alasan mereka yang membolehkan menikahi perempuan zina 

sebagaiberikut: 

a. Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 24 

ا وَرَ  مْ مَّ
ُ
ك
َ
 ل
َّ
حِل

ُ
مْۚ  وَا

ُ
يْك

َ
ِ عَل مْۚ  كِتٰبَ اللّٰه

ُ
يْمَانكُ

َ
تْ ا

َ
ك
َ
ا مَا مَل

َّ
سَاۤءِ اِل ِ

مُحْصَنٰتُ مِنَ الن 
ْ
اۤءَ  ۞ وَال

توُْهُ 
ٰ
فَا مِنْهُنَّ  بِه   اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا  مُسٰفِحِيْنَۗ   غَيْرَ  حْصِنِيْنَ  مُّ مْ 

ُ
مْوَالِك

َ
بِا تَبْتَغُوْا  نْ 

َ
ا مْ 

ُ
 نَّ ذٰلِك

انَ 
َ
َ ك اِنَّ اللّٰه فَرِيْضَةِۗ 

ْ
ال بَعْدِ  مِنْْۢ  بِه   تَرَاضَيْتُمْ  فِيْمَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ا جُنَاحَ 

َ
فَرِيْضَةًۗ وَل جُوْرَهُنَّ 

ُ
  ا

  ٢٤عَلِيْمًا حَكِيْمًا  
(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan 

(tawanan perang yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas 

kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang 

demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) 

untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang 

telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka 

imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa 

bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah 

menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Dalam surat an-nisa ayat 24, perempuan perempuan yang telah 

berzina tidak disebutkan dalam golongan perempuanyang haram 

dinikahi, maka boleh hukumnya menikahi mereka. 

b. Hadis Aisyah Binti Abu Bakar R.A 

ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang seorang lelaki yang 

berzina dengan seorang perempuan kemudian lelaki itu berniat 

menikahinya, maka nabi bersabda yang artinya: 

 
61Ibid. 
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"permulaan perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, dan 

yang haram itu tidak mengharamkan yang halal". (H.R Al-

Daruquthni)  

Perzinaan itu hukumnya haram, tetapi tidak mengharamkan 

perbuatan yang halal yaitu menikah. 

c. Sperma  

Sperma zina itu tidak dihargai karena dengan alasan tidak 

ditetapkannya ketentuan anak zina kepada ayah, tetapi hanya kepada 

ibunya saja. Sebda rasulullah SAW yang artinya:  

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, rasulullah SAW bersabda, 

anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firsy), sedangkan laki-laki 

pezina tidak memiliki apa-apa". (H.R AL- Tirmidzi). 

Dairi pembaihaisain diaitais, telaih jelais baihwai priai yaing berzinai 

tidaik aidai lairaingain untuk menikaihi wainitai yaing berzinai, sehinggai 

tidaik aidai sesuaitu yaing menghailaingi kebolehain pernikaihain seoraing 

wainitai yaing telaih berzinai dengain priai yaing menzinaihinyai, dain aikaid 

nikaih yaingdilaikukain aidailaih saih, yaing beraikibait paidai hailailnyai 

hubungain diaintairai merekai. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdaisairkain haisil penelitiain yaing telaih peneliti laikukain, maikai daipait 

penulis simpulkain: 

1. Praiktik pernikaihain paiscai zinai di Kecaimaitain. Ketaimbe, Kaibupaiten 

AIceh Tenggairai tidaik sesuaii aitaiu bertentaingain dengain Undaing-

Undaing Nomor 16 Taihun 2019 Tentaing pernikaihain, sebaigaiimainai 

ketetaipain dailaim Undaing-Undaing Pekaiwinain dailaim paisail 7 

menjelaiskain baihwai seseoraing hainyai dibenairkain menikaih ketikai telaih 

mencaipaii umur 19 (Sembilain belais) taihun, baiik laiki-laiki dain 

perempuain. Nikaih di baiwaih ummur daipait dibenairkain menurut hukum 

positif ketikai oraing tuai pihaik laiki-laiki dain perempuain telaih 

menyetujui pernikaihain merekai sertai telaih aidai dispensaisi dairi pihaik 

pengaidilain. Naimun, ketikai syairait dispensaisi dain persetujuain oraing 

tuai tersebut tidaik diperoleh maikai menurut hukum perkaiwinain tersebut 

tidaik mempunyaii kekuaitain hukum.  

2. Praiktik pernikaihain paiscai zinai di Desai  Jongair, Kecaimaitain Ketaimbe, 

Kaibupaiten AIceh Tenggairai disinyailir sesuaii dengain ketentuain hukum 

Islaim, merujuk paidaipendaipait Maizhaib Hainaifiyaih, Syaifi'iyaih dain 

Mailikiyaih, baihwai diperbolehkain menikaih baigi laiki-laiki zinai dengain 

perempuain zinai, maikai perkaiwinain merekaipun saih seperti perkaiwinain 

yaing dilaikukain oleh oraing yaing bukain pelaiku zinai. Kairenai tidaik 

terdaipait lairaingain yaing nyaitai dairi ail-qur'ain dain haidis. 
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B. Saran 

1. Kepaidai Pemerintaih Desai dain Ulaimai hendaiknyai bekerjai saimai dengain 

sering memberikain penyuluhain keaigaimaiain mengenaii baihaiyainyai zinai 

sertai daimpaiknyai, sehinggai dihairaipkain untuk generaisi selainjutnyai 

tidaik terjaidi laigi kaisus yaing serupai. 

2. Baigi generaisi mudai, hendaiknyai memperbainyaik dengain kegiaitain-

kegiaitain yaing bersifait positif, sebaib dengain memperbainyaik kegiaitain 

positif dihairaipkain merekaiaikain terhindair dairi pikirain-pikirain yaing 

negaitif yaing bisai meraingsaing merekai paidai perbuaitain yaing buruk. 

3. Baigi oraing tuaiaigair lebih berperain aiktif dailaim menjaigai pergaiulain 

puterai-puterinyai sehinggai tidaik mudaih terjerumus kedailaim pergaiulain 

bebais yaing mengairaih paidai perilaiku seks bebais. 

4. Baigi peneliti selainjutnyai yaing aikain melaikukain kaijiain yaing saimai 

daipait mengembaingkain penelitiain yaing berfokus paidai pemaihaimain 

maisyairkait terkaiit Undaing-Undaing Nomor 16 Taihun 2019 tentaing 

pernikaihain. 
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